
 

 

 

 

 

BUPATI BULUKUMBA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA 
NOMOR 59 TAHUN 2021  

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 

TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BULUKUMBA, 
 

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah 

Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020. 

 

Mengingat : 1. 

 

 

 

2.  

 

 

3. 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor  1822); 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2387); 
 

Undang-Undang Nomor 4  Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3273);  

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 

 



 

 

  7. 

 

 

 

 

 

8. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tentang Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6573); 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 

  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322; 

  16. 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

 

 

 

 



 

 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bulukumba Nomor 6 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 

Nomor 11); 

  20.  Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Perubahan Anggaran  Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018  
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 

Nomor 6); 

  21. 

 

 

22. 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 

Nomor 8); 

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 
2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bulukumba Tahun 2020 Nomor 7); 

  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 
Nomor 5); 

  24. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 42 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 

(Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020       

Nomor 42); 
 

    MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 

ANGGARAN 2020 
 

Pasal  1 
 

 Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 Terdiri dari : 
 

  1.  Pendapatan 

    a. Pendapatan Asli Daerah   Rp    168.422.009.341,24 

    b. Dana Perimbangan    Rp    980.797.900.196,00 

    c. Lain-lain Pendapatan yang sah  Rp    329.272.359.476,62 

       Jumlah Pendapatan  Rp 1.478.492.269.013,86 

 

 

 

38.003.887.699,68  

8.003.887.699,68  

.003.887.699,68  



 

 

  2.  Belanja 

    a. Belanja Tidak Langsung 

     1). Belanja Pegawai    Rp    571.759.289.495,00 

     2). Belanja Bunga    Rp           361.816.433,00 

     3). Belanja Hibah    Rp      54.827.917.000,00 

     4). Belanja Bantuan Sosial   Rp           659.488.000,00 

     5). Belanja  Bagi Hasil    Rp.       3.257.853.281,00 

     6). Belanja Bantuan Keuangan  Rp.   177.835.842.504,00 

     7). Belanja Tidak Terduga   Rp        8.135.089.750,00  

        Jumlah Belanja   Rp    816.837.296.463,00 

 

   b. Belanja Langsung 

     1). Belanja Pegawai    Rp.     36.114.516.476,00 

     2). Belanja Barang dan Jasa   Rp    287.501.527.166,52  

  3). Belanja Modal    Rp    288.058.382.817,07 
        Jumlah Belanja   Rp.   611.674.426.459,59  

     Jumlah belanja   (a + b) Rp 1.428.511.722.922,59 
        Surplus/Defisit   Rp      49.980.546.091,27 

 
  3.  Pembiayaan 
    a. Penerimaan     Rp      33.447.938.397,69 

    b.  Pengeluaran     Rp.     28.666.473.998,00 
      Jumlah Pembiayaan Netto   Rp.       4.781.464.399,69 

 
  Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp54.762.010.490,96  

  
          Pasal 2 
 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1  

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 
 

 Pasal 3 
 

 Ringkasan laporan  realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 
 Pasal 4 
 

 Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati  ini 
 

 Pasal 5 
 

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati  ini. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 Pasal 6 
 

Peraturan  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba. 
 

   Ditetapkan di  Bulukumba 

   pada tanggal 24 Agustus 2021             

   

 BUPATI BULUKUMBA, 

 

 ttd 

 

 MUCHTAR ALI YUSUF 

 

Diundangkan di  Bulukumba 

 pada tanggal 24 Agustus 2021                     

 

 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA, 

 

 ttd 

 

       MISBAWATI A. WAWO 

 

 

 

 

                     BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021 NOMOR 59 


